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ABSTRAK

Alwi, Muhibbuddin, 2022. Efektivitas Program Desa Migran Produktif Dalam
Pembangunan Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus Di Desa Paringan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Key Word : Program Desa Migran Produktif, Efektivitas Hukum

Program desa migran produktif merupakan suatu terobosan dari Menteri
Ketenagakerjaan untuk melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.
Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya ternyata belum mewujudkdan
seluruh hak-hak dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan bagi warga
negaranya yang berada di luar negeri belum maksimal. Namun pada kenyataannya
di Desa Paringan masyarakatnya masih menjadi mayoritas bermata pencaharian
sebagai pekerja migran. Dilematisnya kadang ekonomi memaksa untuk menjadi
keranah yang berbeda. Ada yang sudah 2 tahun pulang balik lagi kesana dan
begitu terus dikarenakan uangnya hanya menjadi rumah, perilaku yang konsumtif
dan hedonis.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana analisis
hukum terhadap penerapan program desa migran produktif dalam pembangunan
keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo? (2) Bagaimana analisis terhadap kendala penerapan program desa
migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Analisis yang
digunakan adalah induktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengenai penerapan program
desa migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa
Paringan Kecamatan Jenangan telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dan pemberdayaan bagi keluarga
pekerja migran. Adapun regulasi program desa migran produktif, secara umum
efektif digunakan dan diterapkan dengan melihat fatkor hukum, petugas, fasilitas
maupun masyarakatnya. Namun dalam tindak lanjutnya agar komunikasi yang
telah terjalin berjalan dengan jangka waktu yang lama.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas merupakan suatu ukuran dalam tercapainya kegiatan dan
mengetahui seberapa jauh keberhasilan suatu kegiatan dalam kamus besar
bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif berarti akibat,
dapat diartikan juga sesuatu hal yang membawa hasil. Efektivitas merupakan
suatu keefektifan suatu proyek.

Menteri Ketenagakerjaan dalam memberdayakan, peningkatan layanan
dan melindungi para pekerja migran mempunyai suatu program yang baru
yaitu Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Memanfaatkan potensi
dipelosok dan tidak menghilangkan karakteristik daerah tersebut dengan
sasaran calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan

Penggantian nama dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) terjadi pada tahun 2017. Pada saat itu keluar Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia. Pada tahun 2019 juga keluar Peraturan Presiden tentang
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan dikeluarkannya
peraturan baru tersebut agar menjadikan para pekerja migran indonesia
terlindungi. Dengan maraknya sindikasi pengiriman ilegal terhadap Pekerja

Migran Indonesia.*

! «“Bp2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ,” BP2MI,
diakses 24 Oktober 2022, https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah.



Pada kenyataannya Desa Paringan merupakan pengirim pekerja migran
terbanyak. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Kementrian
Ketenagakerjaan pada kunjungannya di Desa Paringan. Beliau menyebutkan
bahwa Desa Paringan mayoritas penduduknya menjadi pekerja migran
Indonesia (PMI) dan mencapai angka 80% dari total penduduknya. Hal yang
senada diungkapkan oleh Petugas Desa Migran Produktif Desa Paringan,
bahwa mayoritas penduduk Desa Paringan 80% penduduknya pernah menjadi
pekerja migran Indonesia (PMI). fenomena ini terjadi dari tahun 1980-an
dimana masyarakat Desa Paringan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan
tujuan Malaysia, Taiwan, Hongkong, Arab Saudi Dan Korea.?

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi, perlindungan dan
peningkatan kesejahteraan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ataupun
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarganya. Kementerian
Ketenagakerjaan membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai
salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara. Dalam
menjalankan program Desa migran produktif, Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan sinergi dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan

? Faisal Aristama, “Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuiji
Sekjen Kemnaker” dalam https://rmol.id/read/2021/09/27/505896/, (diakses pada tanggal 30
Maret 2022, jam 21:40).



Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.®

Ruang lingkup kerja sama antar kementerian tersebut antara lain
meliputi:

1. Membangun Pusat Layanan Migrasi, sehingga orang atau warga desa yang
hendak berangkat keluar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa
melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain
berupa informasi pasar kerja, bimbingan kerja,informasi mengenai bekerja
keluar negeri serta pengurusan dokumen awal.

2. Memupuk Usaha Produktif dengan tujuan untuk membantu Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja keluar negeri agar memiliki
keterampilan da kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif.
Kegiatan ini mencakup  pelatihan dan pendampingan untuk usaha
produktif, bantuan sarana  produktif hingga pemasarannya.

3. Community Parenting, yaitu kegiatan untuk menangani anak-anak Pekerja
Migran Indonesia (PMI) atau anak-anak pekerja migran. Anak yang
ditinggalkan akan diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu
pusat belajar-mengajar. Dalam konteks ini, orang tua dan pasangan yang
tinggal dirumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan
atau merawat anak secara baik. Tujuannya adalah agar mereka bisa terus
bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-

kanaknya.

® Suryadi Suryadi, “Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi
Banyaknya TKI Bekerja Ke Luar Negeri,” Jurnal Ketenagakerjaan 13, no. 2 (2018).



4. Membentuk Koperasi Desmigratif untuk penguatan usaha produktif jangka
panjang. Koperasi usaha produktif ini juga bisa menjadi inisiatif bersama
dari masyarakat yang didukung oleh pemerintah.*

Pasca kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air akan
menyebabkan bertambahnya pengangguran jika Pekerja Migran Indonesia
(PMI) tersebut tidak menyiapkan skill dan usahanya. Disisi lain Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar negeri belum mampu
memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang
bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong
mereka untuk kembali bekerja keluar negeri. Sementara keluarga yang
ditinggalkan hanya mengharapkan gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
mengupayakan  bagaimana  memanfaatkan  uang  tersebut  untuk
mengembangkan usaha-usaha produktif. Selain itu juga anak anak Pekerja
Migran Indonesia (PMI) tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang
baik.

Program Desmigratif di Desa Betak yang terbentuk pada bulan oktober
2017 diinisiatori oleh pemerintah desa Betak yang bekerjasama dengan
Kementrian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan membuat sebuah
kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yaitu
pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan perkembangbiakan ayam Joper.
Dari hasil penelitian di lapangan tentang Program Desmigratif yang dikelola

oleh Pemerintah Desa, bahwa pemerintah Desa Betak telah menjalankan

* «BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ,” 132.



program Desmigratif khususnya program desmigratif untuk Pekerja Migran
Indonesia (PMI) purna yaitu pelatinan perkembangbiakan ayam Joper. Namun
dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala yang membuat program
Desmigratif di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
dinilai belum maksimal. Kurangnya respon masyarakat dalam pemberdayaan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna melalui program desmigratif ini
menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program desmigratif ini.®

Pada kenyataannya ada sekitar 80% dari total warga Desa Paringan yang
pernah kerja diluar negeri sana. Dalam catatan di indonesia Pekerja Migran
Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa terbesar ke 6. Namun
bersamaan hal tersebut masalah-masalah yang terjadi dari Pekerja Migran
Indonesia (PMI) masih banyak ditemui. Dulu sebelum adanya keterbukaan
globalisasi informasi mungkin dari PT, PL, ataupun pihak Sponsor yang nakal
masih banyak, ada yang sudah bayar tidak diberangkatkan ada yang biaya
kalimnya terlalu tinggi atau potongan gaji yang tinggi serta legalitas dokumen
keluar negeri yang tidak tembus legal sehingga hak-hak kewarganegaraan pun
juga terancam.

Masalah tersebut menjadi catatan serius bagi kekerasan yang sering
terungkap diluar negeri seperti di negara Arab Saudi pelecehan seksual. Secara
edukasi tentang pengasuhan anak kurang, seperti anak yang masih

membutuhkan ASI sudah ditinggal kerja keluar negeri. Belum lagi dampak

® Ening Fitri Kusuma Astuti, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Migran
Produktif (Desmigratif) Pada Tki Purna Di Desa Betak Tulungagung, Skripsi (Malang,
Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.



kepada anak yang ditinggalkan kadang peran ibu tidak dapat digantikan oleh
kakek maupun ayahnya. Namun dilematisnya kadang ekonomi memaksa untuk
menjadi keranah yang berbeda. Ada yang sudah 2 tahun pulang balik lagi
kesana dan begitu terus dikarenakan uangnya hanya menjadi rumah, perilaku
yang konsumtif dan hedonis.® Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini
berfokus pada program desa migran produktif.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik dalam mengkaji
skripi dengan mengambil judul “Efektivitas Program Desa Migran
Produktif Dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus
Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”.

. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, peneliti membuat beberapa rumusan
masalah untuk memecahkan permasalahan pada skripsi ini. Adapun beberapa
rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan program desa migran
produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis terhadap kendala penerapan program desa migran
produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

® Choirul Anam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2022



C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis hukum terhadap penerapan program desa
migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa
Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan analisis terhadap kendala penerapan program desa
migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa
Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan
memberikan pengetahuan bagi pekerja migran secara umum, dan terkhusus
para pekerja migran di Desa Paringan untuk mengetahui pentingnya
efektivitas program desa migran Indonesia dalam pembangunan keluarga
pekerja migran.

2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
a. Penulis
Untuk menambah wawasan pengetahuan yang terkait tentang

efektivitas program desa migran produktif dalam pembangunan keluarga



pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.
b. Kampus IAIN Ponorogo
Sebagai dokumen yang dapat dijadikan arsip ilmu pengetahuan,
khususnya efektivitas program desa migran produktif dalam
pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo.
c. Keluarga Pekerja migran indonesia
Untuk pengetahuan serta pedoman bagi para pekerja migran
khususnya yang akan, sedang maupun setelah bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) bahwa pentingnya efektivitas program desa
migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa
Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
E. Telaah Pustaka
Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana
yang diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penyelesaian skripsi yang
penulis buat, maka penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang
membahas tentang efektivitas program desa migran produktif dalam
pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo, referensi tersebut antara lain:
Pada penellitian skripsi Putri Nabila yang berjudul “Pemberdayaan
Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desa Migran Produktif Di

Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Arjowinangun, Kecamatan Kalipare,



Kabupaten Malang)”.” Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
bentuk pemberdayaan dan apa saja faktor penghambat dan pendukung terhadap
mantan Pekerja migran indonesia  melalui kegiatan usaha produktif dalam
program Desmigratif di Desa Arjowinangun. Metode penelitian yang diambil
dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
bertujuan untuk menggambarkan pemberdayaan opekerja migran indonesia
dalam program Desmigratif. Penelitian ini mengambil teori administrasi publik
pelayanan publik, desa, pemberdayaan masyarakat dan pekerja migran
indonesia . Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desmigratif di Desa
Arjowinangun sudah berjalan dengan baik tapi dalam pemberdayaan mantan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Arjowinangun masih belum berjalan
dengan maksimal. Dalam pelaksanaan kegaiatan usaha produktif melalui
program desmigratif terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat,
antara lain tidak ada bantuan permodalan yang diberikan dan minimnya
pengetahuan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai pemasaran.
Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putri Nabila dengan
penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang diambil. Fokus penelitian
Putri Nabila berfokus pada pemberdayaan mantan Pekerja migran indonesia
sedangkan penelitian ini fokus terhadap efektivitas program desa migran
produktif.. Metode penelitian diatas menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode metode

” Putri Nabila, Pemberdayaan Mantan Pekerja migran indonesia Melalui Program Desa
Migran Produktif (Desmigratif) Di Kabupaten Malang (Studi Di Desa Arjowilangun,
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang), Skripsi (Malang, Universitas Brawijaya, 2019).
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kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian diatas
menggunakan teori administrasi publik, pelayanan publik, desa, dan
pemberdayaan masyarakat sedangkan dari penelitian ini mengambil teori
efektivitas hukum dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja migran
indonesia Di Desa Migran Produktif .

Skripsi Endah Muawanah Nurcahyani yang berjudul “Efektivitas

Pelaksanaan Program Bina Keluarga Tki Pada Kelompok Kerja BKTKI

Sempulur Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.®

Rumusan maslaah penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan,
efektivitas, dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung program
Bina Keluarga TKI pada Kelompok Kerja BKTKI Sempulur Desa Pagersari
Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan
gabungan dua metode vyaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini
menggunakan teori efektivitas, efektivitas program, program Bina TKI, dan
pemberdayaan. Hasil dari skripsi ini adalah efektivitas program Bina Keluarga
TKI pada BKTKI Sempulur secara keseluruhan termasuk dalam kategori
cukup efektif. Jadi, efektivitas program secara umum masih sedang perlu
adanya perbaikan dalam penerapan program pada BKTKI Sempulur di Desa

Pagersari. Penerapan program Bina Keluarga TKI. Faktor yang mendukung

8 Endah Muawanah Nurcahyani, Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Tki
Pada Kelompok Kerja Bktki Sempulur Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung, Skripsi (Malang, Universitas Brawijaya, 2018), 51.
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berjalannya program antara lain keterlibatan pembinaan lintas sektor dan
partisipasi anggota tinggi. Faktor yang menghambat atau kendala yang terjadi
antara lain kurangnya pendampingan dan tidak ada evaluasi dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tulungagung.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Endah Muawanah
Nurcahyani dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah terkait
pelaksanaan, faktor penghambat dan pendukung program bina TKI sedangkan
penelitian ini fokus terhadap efektivitas hukum dan program desa migran
produktif. Metode penelitian Endah Muawanah Nurcahyani menggunakan
metode gabungan kuantitatif dan kualitatif sedangkan penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Penelitian Endah Muawanah Nurcahyani menggunakan teori efektivitas
program, program Bina TKI, dan pemberdayaan sedangkan penelitian ini
menggunakan teori efektivitas hukum dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas
Pekerja migran indonesia Di Desa Migran Produktif .

Karya tulis ilmiah Suryadi dalam bentuk jurnal yang berjudul
“Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya TKI
Bekerja Diluar Negeri”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah pemerintah

desa belum mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan potensi

® Suryadi, “Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya TKI
Bekerja Ke Luar Negeri.”, 26.
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desa serta mengubah orientasi masyarakat desa untuk menjadi pekerja migran.
Masyarakat tetap saja meninggalkan desa dengan segala potensinya untuk
mencari pekerjaan dan kesejahteraan ke luar negeri sebagai pekerja migran.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
didukung oleh data hasil wawancara secara mendalam antara peneliti dan
responden. Hasil dari jurmal ini adalah kehadiran koperasi di desa migran
produktif mengurangi kecenderungan TKI untuk bekerja di luar negeri.
Banyaknya jenis fasilitas ekonomi yang tersedia di desa migran produktif
menguntungkan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Perkembangan institusi
ekonomi dengan berbagai institusi yang ada masih gagal membangkitkan minat
masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri sebagai TKI. Jumlah penduduk
usia kerja yang besar berdampak positif terhadap jumlah TKI yang bekerja di
luar negeri. Semakin banyak penduduk usia produktif yang tinggal di desa
migran produktif, semakin banyak pula TKI yang akan bekerja di luar negeri.
Variabel regional memiliki dampak positif terhadap jumlah TKI yang
beroperasi di luar negeri. Desa-desa di wilayah Jawa cenderung memiliki
banyak penduduk yang bekerja di luar negeri sebagai TKI.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Suryadi dengan penelitian ini
terletak pada rumusan masalah terkait banyaknya TKI bekerja diluar negeri
sedangkan penelitian ini fokus terhadap efektivitas hukum dan program desa
migran produktif. Teori yang digunakan dari jurnal Suryadi yaitu
pembangunan desa sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas

hukum.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang
peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan
penelitiannya. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,
guna dalam penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah semestinya, maka
penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris
dengan terjun langsung kepokok permasalahan.’® Penelitian Yuridis
Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai
data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan
atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan
penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala
atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen
atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).™
Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud
untuk mengetahui bagaimana kondisi efektivitas program desa migran

produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan

19 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum (Penerbit Universitas Indonesia (Ul-
Press), 2006), 51.

1 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(RajaGrafindo Persada, 2016), 34.
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Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Alasan paling mendasar untuk
memilih pendekatan kualitatif adalah bahwa objek atau masalah yang akan
dipelajari melibatkan beberapa proses dan memerlukan pengamatan
mendalam dalam situasi alami, serta penemuan beberapa fenomena yang
unik dan menekankan suatu proses.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi
kasus, yang dianalisis dan dideskripsikan secara rinci oleh peneliti. Studi
kasus dimaksudkan untuk menjadi studi mendalam, tentang latar belakang
masalah, situasi dan lokasi peristiwa yang sedang berlangsung, serta
interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang disertakan. Subyek penelitian
dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau masyarakat.’> Dianggap
sebagai jenis studi kasus kualitatif, karena peneliti menekankan
pengungkapan data mengenai efektivitas program desa migran produktif
dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, observasi partisipatif adalah metode utama
yang digunakan untuk mengumpulkan informasi budaya di samping metode
penelitian lainnya.*® Observasi partisipatif adalah penelitian yang disengaja
dan sistematis, terencana, terarah pada tujuan di mana pengamat atau

peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari individu, subjek atau

12 Jmam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik (Jakarta: Bumi
Aksara, 2022), 112.
3 1bid, 151.
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kelompok yang sedang dipelajari. Keterlibatan langsung peneliti dalam
kehidupan sehari-hari memunculkan hubungan sosial dan emosional antara
peneliti dan subjek, yang dampaknya dapat diukur oleh peneliti, emosi,
sikap, dan semangat yang mendasari perilaku subjek yang diteliti ketika
menghadapi masalah yang dihadapi.*

Penelitian kualitatif menggunakan observasi partisipatif, peneliti tidak
hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara dan melakukan
penelitian..

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini di Desa Paringan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo, terkhusus kepada keluarga pekerja migran
yang ada di daerah tersebut.

Peneliti memilih Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena desa ini sebagai salah satu
pelaksana program desa migran produktif di Kabupaten Ponorogo dan
mayoritas penduduknya menjadi pekerja migran Indonesia (PMI)..

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala informasi mengenai variabel yang akan diteliti

berdasarkan sumbernya. Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam

penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.”> Sementara data

 1bid, 153.
5 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineke Cipta,
2002), 107.
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dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data
primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh
narasumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang dipeoleh
secara tidak langsung oleh nara sumbernya. Sumber data Yyang
dipergunakan:

a. Sumber data langsung (data primer), yaitu informasi yang diperoleh
penulis melalui observasi dan wawancara langsung dengan subyek yang
diteliti. Dalam hal ini sumber informan terdiri dari keluarga pekerja
migran indonesia, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Desa Paringan
yang berhubungan dengan program desa migran produktif.

b. Sumber data tidak langsung (data sekunder), yaitu informasi yang
diperoleh melalui sumber lain secara tidak langsung dari objeknya, berupa
lisan maupun tulisan. Dalam hal ini sumber informan terdiri dari Peraturan
Menteri, Pedoman Program Desmigratif, buku, jurnal penelitian, dan
publikasi internet yang berkaitan dengan program desmigratif..

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
melakukan penelitian yang cermat dan pencatatan secara sistematis.®

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan

16 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 143.
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observasi tentang subjek penelitian.!” Pada teknik ini, peneliti berusaha
mencatat hal-hal terkait program desa migran produktif dalam
pembangunan keluarga pekerja migran tersebut.
b. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga topik tertentu dapat
dikonstruksi secara bermakna. Teknik observasi partisipatif sering
dikombinasikan dengan wawancara mendalam dalam penelitian
kualitatif. Pada saat observasi, peneliti juga mewawancarai orang-orang
yang ada didalam.*®
Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan informan
adalah Kepala Desa Paringan, Petugas Desmigratif, dan Keluarga pekerja
Migran Indonesia.
c. Dokumentasi
Teknologi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari
sumber non-manusia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan catatan. *°
Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk
memperoleh data-data yang berkaitan tentang efektivitas hukum program
desa migran produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di

Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 334.

18 P, D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Cv
Alvabeta, 2009), 231.

19 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 176.



18

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengkaji data secara sistematis dari hasil
wawancara,  catatan  lapangan, dan  dokumen dengan cara
mengorganisasikannya kedalam kategori-kategori, membaginya menjadi
unit-unit, mensintesiskannya, menempatkannya kedalam pola-pola, dan
menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak. dan pencocokan. Teliti
dan tarik kesimpulan agar anda dan orang lain dapat dengan mudah
memahaminya.”

Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa kegiatan analisis data
kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai,
sehingga terjadi kejenuhan data.?* Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.?

4. Pengecekan Keabsahan Data

Uji reliabilitas data atau uji reliabilitas data dari penelitian kualitatif
dilakukan melalui perluasan partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi,
pengecekan sejawat, kecukupan referensi, studi kasus negatif, dan validasi
anggota akan dilakukan.?

a. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan

20 |bid., 244.

21 «gygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
2008),” 237.

22 |bid, 246.

2], Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT, Remaja Rosdakaya,
2009), 171.
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memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah
data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber
data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti
melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga
diperoleh data yang pasti kebenarannya* Dalam perpanjangan
pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan
data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki
atau ditambah.
b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan
sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal,
atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak.
Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan
pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau
tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti
dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa
yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan

24 M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar Ruzz
Media, 2012). 320-321.
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pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi
buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait
dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual

tentang merk.?

. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpilan data, dan waktu. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan
pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai
sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini
peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan

sebagai hasil temuan lapangan.®

5. Tahapan-Tahapan Penelitian

272

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:

% Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).

% |_exy J. Moleong, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Remadja Karya,

1989). 320
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a. Tahapan Pra Lapangan
Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke Ilapangan serta
mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian data.
b. Tahapan Penggalian Data
Fase ini merupakan investigasi yang terfokus sesuai dengan topik
yang dipilih sebagai fokus penelitian. Fase ini merupakan kerja lapangan
dimana peneliti berpartisipasi dalam kegiatan observasi, melakukan
wawancara, observasi dan pengumpulan data, serta mengamati peristiwa.
Penggambaran dan analisis intensif selanjutnya dari data lapangan akan
dilakukan setelah studi selesai.
c. Tahapan Analisa Data
Fase ini berjalan bersamaan dengan fase kerja lapangan. Analisis
dimulai dengan perumusan masalah dan deskripsi sebelum memasuki
lapangan dan dilanjutkan melalui penulisan hasil penelitian.
d. Tahapan Penulisan Laporan
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di
atas dilaksanakan.
G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan yang sistematis diperlukan untuk memudahkan
pendeskripsian temuan penelitian dan mengolahnya secara runtut. Laporan
penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab

yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut klasifikasi lengkapnya::
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Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk
memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi
penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori dan atau telaah hasil penelitian
terdahulu, bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori dari efektivitas hukum,
program desa migran produktif. Selain itu menjelaskan tentang hasil penelitian
terdahulu.

Bab tiga, merupakan temuan penelitian, berfungsi mendeskripsikan
gambaran umum maupun khusus dari objek penelitian.

Bab empat, merupakan pembahasan, berfungsi menjelaskan hasil dari
penelitian efektivitas program desa migran produktif dalam pembangunan
keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

Bab lima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini

dan saran-saran.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa
Migran Produktif
Pasal 7
Ayat 1: Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di
Desmigratif dilakukan dengan cara:
a. Membentuk pusat layanan migrasi.
b. Menumbuhkembangkan usaha produktif.
c. Memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga.
d. Memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik
desa.
Ayat 2: Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Pemberian bimbingan dan konseling.
b. Pemberian bimbingan pengelolaan keuangan.
c. Pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet
sehat, dan kerohanian.

d. Kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.?’

27 «permenaker No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran
Indonesia di Desa Migran Produktif,” 6.

23



24

Program Desmigratif di daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI)
difokuskan kepada 4 (empat) kegiatan utama yang pelaksanaannya terintegrasi,
saling mendukung dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi
Dengan dibangunnya pusat informasi dan pelayanan keimigrasian,
masyarakat desa yang ingin bekerja di luar negeri akan dapat mengakses
layanan informasi pasar kerja, bimbingan karir, informasi bekerja di luar
negeri, dan pekerja migran Indonesia dalam mengurus seperti Kkartu
identitas, kartu keluarga, sertifikat, dan lain-lain. Pekerja migran akan dapat
memperoleh layanan dokumen untuk imigran. Pengurusan  dokumen
lainnya sebagai dokumen pertama penerbitan paspor dilakukan di balai
setempat melalui peran aktif pemerintah desa, serta membantu
menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia.
2. Menumbuhkembangkan Usaha Produktif
Membantu Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dan keluarganya dengan
keterampilan dan motivasi untuk mengembangkan usaha mereka secara
efektif melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan dalam mendirikan
usaha yang efektif sampai pemasaran.
3. Fasilitas Komunitas Pengasuhan Anak (Community Parenting)/ Bina
Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Membantu masyarakat dalam membentuk komunitas yang misinya
adalah membimbing keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) tentang cara

mengasuh, mendidik dan membimbing anak dengan baik dan benar. Melalui
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kegiatan ini, anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) dikumpulkan oleh
masyarakat dalam sebuah pusat belajar mengajar yang disebut “Rumah
Belajar Desmigrasi”. Orang tua, pasangan yang tinggal di rumah dilatih
tentang cara membesarkan, merawat, mendidik dan membimbing anak
dengan baik dan benar agar anak tetap bersekolah dan mengembangkan
kreativitasnya..
4. Memfasilitasi dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan
Membentuk dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan untuk
meningkatkan usaha produksi masyarakat secara jangka panjang dan
berkelanjutan.?

Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah
satu terobosan upaya Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan berbagai
organisasi untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan dan menjamin
perlindungan TKI. tenaga kerja migran di Indonesia (PMI). Hal ini dilakukan
dengan menyediakan program-program unggulan yang esensial bagi calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) / pekerja migran Indonesia (PMI) dan
keluarganya melalui pemanfaatan potensi, kemampuan lokal tanpa
mengabaikan fitur kedaerahan.

Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan progrsm desa
migran produktif (desmigratif) adalah sebagai berikut:

1. Tersedia informasi terkait tenaga kerja dan melayani migrasi ditingkat desa.

28 |pid. 7-8.
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2. Para pekerja migran Indonesia melaluli program ini diberdayakan baik
keluarga maupun pekerja migrannya.
3. Mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan seluruh pemangku kepentingan.?
Pembentukan komunitas anak-anak pekerja migran Indonesia merupakan
wadah masyarakat untuk membentuk komunitas yang memberikan bimbingan
kepada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) tentang cara membesarkan

dan membimbing anak secara sehat, wajar dan benar. Kegiatan ini

dilaksanakan di “Rumah Belajar Desmigratif’ dengan kegiatan antara lain:

taman bermain untuk anak-anak, pembelajaran untuk anak-anak, penyuluhan
kepada keluarga dan anak-anak pekerja migran Indonesia, taman bacaan
(perpustakaan), pelatihan bahasa, pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan
keuangan yang baik dan lain-lain.

Dalam hal ini bahwa dapat menjadi sebuah kesimpulan yaitu
pembangunan keluarga pekerja migran memiliki arti didalamnya adalah
pengasuhan anak. Pengasuhan anak (community parenting) adalah suatu
program desmigratif dalam pembangunan keluarga pekerja migran yang mana
orang tua diberikan pelatihan dan bimbingan dalam hal membimbing anak
yang baik sehingga tujuannya agar anak dari keluarga pekerja migran dapat

menuntut ilmu setinggi-tingginya.

29 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan
Kerja, “Pedoman Program Desmigratif (Desa Migran Produktif)” (Jakarta: Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017), 2.
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B. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
tercapainya suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas akan terus berhubungan antara harapan dan hasil yang sebenarnya.
Efektivitas adalah mampu dalam menerapkan tugas, mampu dalam
melaksanakan fungsi dalam suatu kelompok maupun organisasi dengan misi
tertentu yang tidak ada tekanan atau pertentangan didalamnya. Dapat ditarik
pengertian bahwa efektivitas hukum vyaitu tercapainya suatu tujuan atau
maksud yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai tolak ukur tercapanya suatu
keefektifan hukum adalah telah terwujud sesuai dengan apa Yyang
direncanakan.®

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum,
dibicarakan pula tentang validitas hukum. Keabsahan hukum berarti norma
hukum itu mengikat, setiap orang harus bertindak menurut norma hukum itu,
setiap orang harus menaati dan menerapkan norma hukum itu. Kekuatan
hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan hukum
sebagaimana seharusnya mereka bertindak, yang diterapkan dan dihormati
secara efektif.*

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan
suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, vyaitu suatu

perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat

%0 Sabian Utsman, “Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum &
Masyarakat,” Pustaka Pelajar, 2009, 13.
31 Ibid. 12.
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jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam
teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan
kaitannya antara law in the book dan law in action.*

Efektivitas hukum, jika dipahami menurut cara yang dikemukakan
terdahulu, terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan
perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui pemahaman tentang
norma ini. Pernyataan tentang efektivitas hukum yang dipahami demikian
merupakan pernyataan tentang perbuatan nyata. Menyebut norma yang valid
dan pemahaman tentang norma tersebut, yamg merupakan fakta psikologis,
dengan suatu kata yang sama yaitu ’norma”, merupakan pengelakan yang
dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran yang keliru. Namun demikian,
seperti baru saja kita tunjukkan, kita tidak dalam posisi untuk mengatakan
dengan pasti tentang suatu kekuatan yang memotivasi, yang mungkin dimiliki
oleh pemahaman orang-orang tentang hukum. Secara objektif, kita hanya dapat
menegaskan bahwa perbuatan orang-orang sesuai atau tidak sesuai dengan
norma-norma  hukum. Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang
dijelaskan pada istilah “efektivitas” hukum dalam studi ini adalah bahwa
perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.*

Faktor yang memengaruhi tecapainya suatu keefektifan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah:

%2 Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (PT. Raja
Grafindo Persada, 1993), 47—48.
33 Hans Kelsen, Teori umum tentang hukum dan negara, 2013, 54.
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1. Faktor Hukum
Ketika membahas masalah keabsahan atau berfungsinya suatu hukum
sebagai undang-undang atau produk hukum lainnya, perhatian umumnya
diberikan pada apakah hak itu benar-benar diterapkan dalam masyarakat.

Teori hukum biasanya membedakan antara tiga hal yang berlaku hukum.

Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto

sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa:*

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut
cara yang telah di tetapkan atau apabila menunjukan hubungan keharusan
antara suatu kondisi dan akibatnya.

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif,
artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa
walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku
karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan
cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Faktor penegak hukum
Penerapan gagasan hukum saja tidak cukup untuk membuat aturan
hukum. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau
organisasi yang diserahi tugas melaksanakan undang-undang. Setiap

petugas memiliki kedudukan (status) dan peran (role) yang meliputi hak dan

34 Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,”
Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (2017): 178.
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kewajiban. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena itu, orang-orang didalamnya
harus mampu menjalankan peran dengan baik.*
3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum
dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang
memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi law in book, dan bukan
law in action. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas
yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak
hukum itu disahkan. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana
fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.*

4. Faktor masyarakat

Menurut Abdurrahman, masyarakat dan lingkungan merupakan faktor
utama yang sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia karena
berkaitan erat dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan
kewajibannya dihadapan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah
keseluruhan yang meliputi pengetahuan hukum, penghargaan terhadap
jabatan hukum, dan kepatuhan terhadap hukum. Sebaik apapun suatu
peraturan atau aparat penegaknya, jika masyarakat tidak mengenal hukum,
maka penegakan hukum akan terhambat. Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-haknya dianggap penting karena akan membantu

warga negara terhindar dari diskriminasi oleh orang lain, termasuk

3% Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai
Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika, 41.
% 1bid, 121.
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pemerintah. Selain itu, mereka dapat mengambil tindakan yang tepat jika,
pada kenyataannya, hak-hak mereka dilanggar.*’
5. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam buku
Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem
kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan
kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga
dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).® Hukum
terdapat didalam setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan
bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan
dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan
tersebut.®

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau
menyalahgunakan hukum. Budaya hukum dikaitkan dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum dimasyarakat maka
akan tercipta budaya hukum yang lebih baik dan dengan demikian dapat

mengubah pemikiran masyarakat terhadap hukum.*

37 Soerjono Soekanto, Penegakan hukum (Binacipta, 1983), 33.

38 Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,59.

39 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Perkasa, 2007), 204.

40 Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori
Lawrence M. Friedman,” Supremasi Hukum 15, no. 2 (2019): 15.
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Kelima faktor di atas berkaitan erat satu sama lain, baik sebagai sifat

penegakan hukum maupun sebagai ukuran efektivitas penegakan hukum..



BAB I11
HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Paringan
1. Sejarah Desa Paringan

Setiap situs, termasuk desa atau daerah harus memiliki sejarah dan
latar belakang sendiri yang mencerminkan karakter moneter spesifik suatu
daerah. Sejarah desa dan wilayah sering terkandung dalam dongeng yang
diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga pada kenyataannya sulit
untuk dibuktikan dan tidak jarang dongeng ini dikaitkan dengan beberapa
tempat.

Desa Paringan berdiri pada tahun 1880 berdasarkan cerita para
sesepuh. Awal mula berdirinya Desa Paringan merupakan hutan belantara.
Kemudian masuk seseorang bernama Pronojoyo yang berasal dari Taman
Arum dan masih termasuk keturunan Keluarga cikal bakal Kabupaten
Ponorogo. Pronojoyo kemudian menebang hutan untuk tempat tinggal dan
bercocok tanam. Atas perjuangan dan semangat Ki Prono Joyo daerah
tersebut menjadi permukiman yang subur.

Pada waktu itu tempat tersebut kemudian diberi nama Tamanan.
Prono Joyo yang saat itu menjadi Bekel mempunyai seorang anak yang
bernama Wirnadi sebelum Prono Joyo meninggal memberikan daerah
pemukiman yakni Tamanan dan sekitarnya kepada anaknya yang bernama
Wirnadi tersebut. Maka karena wilayah ini merupakan “peparingane”
bahasa jawa yang artinya pemberian dari orang tua kepada anaknya, maka

daerah ini disebut “PARINGAN®. Setelah Prono Joyo meninggal maka
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Bekel/Lurah digantikan oleh putranya yaitu Wirnadi. Sebelum menjadi
wilayah Kecamatan Jenangan Desa Paringan termasuk Distrik Pulung.
Namun setelah itu Desa Paringan menjadi bagian dari Kecamatan Jenangan
Paling Timur Perbatasan Antara Kecamatan Jenangan dengan Kecamatan
Pulung. Sejak berdirinya sampai sekarang Desa Paringan telah dipimpin
oleh 14 (empat belas) Lurah/Kepala Desa. Demikian sekilas sejarah
berdirinya yang bernama Desa Paringan.

Secara geografis Desa Paringan terletak di ujung paling timur
kecamatan Jenangan, timur berbatasan dengan desa Pomahan kecamatan
Pulung dengan luas wilayah 688.525 Ha. Topografi desa ini memiliki
kemiringan yang curam, ketinggian sekitar 700 m di atas permukaan laut.

Secara administratif Desa Paringan terletak di wilayah Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-
desa tetangga. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngrogung
Kecamatan Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan. Barat berbatasan
dengan Desa Tanjungsari dan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan. Selatan
berbatasan dengan Perhutani Sukun sedangkan di sisi timur berbatasan
dengan Desa Pomahan Kecamatan Pulung.

Jarak tempuh Desa Paringan ke ibukota kecamatan adalah 4 km, yang
dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor.
Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 19 km dan dapat

ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.*!

41 “desa paringan jenangan ponorogo - Penelusuran Google,” diakses 28 Oktober 2022,



Desa Paringan termasuk daerah agraris sehingga mayoritas
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang
pertanian. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016,
jumlah penduduk Desa Paringan adalah terdiri dari 1.074 KK, dengan
jumlah total penduduk 6,088 jiwa, dengan rincian 3,009 laki-laki dan 3,079
perempuan.

. Struktur Pemerintah Desa
Struktur Pemerintah Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten

Ponorogo sebagai berikut:

3.1: Struktur Pemerintah Desa Paringan

No | Nama Jabatan

1 | Suwendi, S.H Kepala Desa

2 | Priyanto, S.Sos Sekretaris Desa

3 | Heru Setyawan Kamituwo Dukuh Krajan

4 | Sumawan Kamituwo Dukuh Galih

5 | Wasito Kamituwo Semambu

6 | Sutikno Kamituwo Bagusan

7 | Suwarno Kaur Pemerintahan

8 | Sugianto Kaur Umum Dan Keuangan
9 | Eny Purwiati Kaur Pembangunan

10 | Agus Suyoto Kaur Kesra

11 | Heri Sigit Sujarwoko | Kebayan Dukuh Krajan

12 | Sumono Kebayan Dukuh Krangkungan




3.1: Lanjutan

13 | Suharno Kebayan Dukuh Semambu Rw : 2
14 | Wasito Kebayan Dukuh Semambu Rw : 1
15 | Lamidi Kebayan Dukuh Bagusan Rw : 1
16 | Puryono Kebayan Dukuh Bagusan Rw : 2
17 | Isnun Modin

18 | Dian Wahyu Eko C.A.

Sambong Dukuh Krajan

20 | Bambang Wicaksono

Sambong Dukuh Bagusan

21 | Tajib

Staf Desa

22 | Manan

Staf Desa

23 | Imam Sapingi

Penjaga Kantor

24 | Wanahari

Petugas Kematian

25 | Wawan Gunawan

Petugas Kematian

3. Program Desa Migran

Kementerian Keternagakerjaan memilih Desa Paringan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo menjadi pelaksana program desa migran
produktif karena masyarakatnya hampir 80% pernah menjadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI), sehingga bapak Hanif Dzakiri selaku Menteri

Tenaga Kerja pada saat itu meresmika Rumah Edukatif Desa Migran

Produktif pada tanggal

Jenangan.

18 Desember 2017 di Desa Paringan Kecamatan




Program Desa Migran Produktif adalah program yang fasilitasnya
berada di bawah kendali langsung Menteri Ketenagakerjaan. Pemerintah
desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program Desa migran
produktif. Penanggung jawab Program ini di Desa Paringan adalah Bapak
Suwendi, SH., Kepala Desa Paringan. Petugas yang diturunkan dari Desa
Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah Choirul Anam

dan Ririn Dwi Asputi.
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DI DESA
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» Garis panah coklat menunjukkan sebagai garis pengarah
Garis Panah Hijau 1 sebagai garis

» Garis Panah Merah menunjukkan sebagai garis prembinaan
Garis Panah biru putus putus mer sebagai dan
Garis putus-putus biru menunjukkan area Desmigratif

Gambar 4.1
Bagan Palaksanaan Program Desmigratif

Maksud, Tujuan dan Sasaran Program Desmigratif di Desa Paringan

Kabupaten Jenangan Kabupaten Ponorogo:



a. Sasaran Program Desa Migran Produktif

1) Melayani, melindungi dan memberdayakan calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya
sejak dari dan kembali ke daerah asal, dengan kriteria peserta sebagai
berikut:

2) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) vyaitu Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri.

3) Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu suami/istri atau anak
atau ayah/ibu dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang
bekerja di luar negeri.

4) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yaitu Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah
kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.

Sasaran lokasi program Desmigratif yaitu di desa-desa asal Pekerja

Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMlI)

cukup banyak dan diutamakan desa dimana tingkat terjadinya

permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup banyak, dengan

Kriteria sebagai berikut:

1) Desa dengan penduduk yang berusia produktif bekerja sebagai Pekerja

Migran Indonesia (PMI).

2) Desa dengan penduduk yang pernah mengalami permasalahan Pekerja

Migran Indonesia (PMI).



3) Desa dengan penduduk yang bekerja ke luar negeri tidak melalui

mekanisme/non prosedural.

4) Desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk dalam

kategori desa tertinggal
b. Maksud Program Desmigratif

1) Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan
program Desa Migran Produktif di desa asal Pekerja Migran Indonesia
(PMI).

2) Program Desa Migran Produktif bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat produktif dan keluarga sejahtera Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang memahami
dengan baik sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di
dalam maupun di luar negeri.

c. Tujuan Program Desmigratif

1) Melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja
yang akan bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dari
Tanah Air Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberdayakan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

2) Mendorong peran aktif Pemerintah Desa di desa asal Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan seluruh pemangku kepentingan.

3) Menurunkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.



B. Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Dalam Pembangunan

Keluarga Pekerja Migran

Program desa migran produktif merupakan suatu program yang dicetus
oleh Kementrian Ketenagakerjaan yang dirintis mulai tahun 2017. Program
desa migran produktif merupakan sebuah program yang dirancang untuk
meningkatkan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pekerja migran Indonesia (PMI). Pelaksanaan ini diatur dalam Peraturan
Menteri Nomor 2 tahun 2019.

Wawancara dengan bapak Choirul Anam terkait Latar belakang
pelaksanaan program desa migran produlktif,

“Ya layak, kalau tidak layak mengapa ditunjuk. Kelayakan bukan karena
banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetapi tentang responsibel para
pemangku kepentingan terkait mulai dari susunan formil pemerintah desa
dan masyarakat adat dirasa layak. Namun pada kenyataannya ada sekitar
80% dari total warga Desa Paringan yang pernah kerja diluar negeri sana.
Program ini sasarannya adalah memperhatikan secara intens terhadap
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna. Dalam catatan di
Indonesia Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang
devisa terbesar ke 6. Namun bersamaan hal tersebut masalah-masalah
yang terjadi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih banyak ditemui.
Dulu sebelum adanya keterbukaan globalisasi informasi mungkin dari PT
ataupun pihak Sponsor yang nakal masih banyak, ada yang sudah bayar
tidak diberangkatkan ada yang biaya kalimnya terlalu tinggi atau potongan
gaji yang tinggi serta legalitas dokumen keluar negeri yang tidak tembus
legal sehingga hak-hak kewarganegaraan pun juga terancam. Ini menjadi
catatan serius bagi kekerasan yang sering terungkap diluar sana seperti di
negara Arab Saudi pelecehan seksual. Secara edukasi barangkali

pengasuhan anak kurang, saperti anak yang masih membutuhkan asi sudah



ditinggal kerja keluar negeri. Belum lagi dampak kepada anak yang
ditinggalkan kadang peran ibu tidak dapat digantikan oleh kakek maupun
ayahnya.namun dilematisnya kadang ekonomi memaksa untuk menjadi
keranah yang berbeda. Ada yang sudah 2 tahun pulang balik lagi kesana
dan begitu terus dikarenakan uangnya hanya menjadi rumah, perilaku yang
konsumtif dan hedonis. Kemudian ada inisiatif agar para Pekerja Migran
Indonesia (PMI) berperilaku produktif. Bagaimana mentransitkan uang
agar produktif dan berdampak kepada produktifitas masyarakat sekitar.”

Latar belakang yang disebutkan diatas sudah jelas bahwa dalam dunia
Pekerja Migran Indonesia masih banyak permsalahan yang butuh perlindungan
dari pemerintah. Desa Paringan mayoritas dari penduduknya pernah menjadi
pekerja migran, pada kenyataannya mencapai angka 80% dari total penduduk
Desa Paringan. Kemudian program ini terlaksana di Desa Paringan bukan
hanya mengacu pada banyaknya pekerja migran, namun responif dari para
pemangku kepentingan yang kemudian dirasa layak.

Pekerja migran merupakan urutan ke 6 dalam penghasil devisa terbesar
di Indonesia. Namun bersamaan hal tersebut masalah-masalah yang terjadi dari
Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih banyak ditemui. Dulu sebelum adanya
keterbukaan globalisasi informasi mungkin dari PT ataupun pihak Sponsor
yang nakal masih banyak, ada yang sudah bayar tidak diberangkatkan ada yang
biaya kalimnya terlalu tinggi atau potongan gaji yang tinggi serta legalitas
dokumen keluar negeri yang tidak tembus legal sehingga hak-hak
kewarganegaraan pun juga terancam. Ini menjadi catatan serius bagi kekerasan
yang sering terungkap diluar sana seperti di negara Arab Saudi pelecehan

seksual.



Secara edukasi barangkali pengasuhan anak kurang, saperti anak yang
masih membutuhkan ASI sudah ditinggal kerja keluar negeri. Dampak kepada
anak yang ditinggalkan dari peran ibu tidak dapat digantikan oleh kakek
maupun ayahnya. Namun dilematisnya kadang ekonomi memaksa untuk
menjadi keranah yang berbeda. Faktanya pekerja migran yang sudah 2 tahun
pulang balik lagi kesana dan begitu terus dikarenakan uangnya hanya menjadi
rumah, perilaku yang konsumtif dan hedonis.*?

Sasaran pelaksanaan program desa migran produktif menggunakan
metode sampel dari populasi PMI yang ada di Desa Paringan. Total penduduk
Desa Paringan 6.088 orang dengan total PMI 80% dari penduduk, maka jumlah
penduduk yang pernah dan sedang menjadi PMI adalah sekitar 4.000 orang.
Pelaksanaan program baik dari pelatihan, bimbingan dan kegiatan lain yang
disinergikan dengan para pemangku kepentingan maka total sampel yang
mengikuti kegiatan program desa migran produktif sekitar 240 peserta.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Suwendi bahwa latar belakang
pelaksanaan program desa migran produktif

“Desmigratif itukan desa migran produktif jadi memang Paringan ini kan
salah satu desa yang masyarakatnya banyak pekerja migrannya, waktu itu
Kita juga tidak tahu kalau ada survei dari lembaga dari jawa barat akhirnya

masuk kriteria jadi ya dijalankan”
Dari hasil wawancara tersebut bahwa latar belakang pelaksanaan
program desa migran produktif dilaksanakan setelah adanya survei dari

lembaga dan masuk dalam kriteria layak dilaksanakan di Desa Paringan. Salah

*2 Choirul Anam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2022.



satu kriteria tentunya mayoritas masyarakat Desa Paringan pernah menjadi
pekerja migran Indonesia (PMI).*3

Hal yang sama disebutkan dari wawancara dengan bapak Suwendi
tentang program desa migran produktif yang dilaksanakan di Desa Paringan

“Ada petugas pendampingan ya, 2 orang diberikan keterampilan, ada
beberapa pelatihan dari pemerintah minta 2 orang pendampingan dan
dibuat semacam pengumuman kemudian terjaring 2 orang”

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan desa migran produktif tidak hanya
diberikan bekal saja namun dalam prakteknya ditunjuk pendamping program
desa migran produktif. Pendampingan ini tentunya tidak asal dalam
memilihnya namun ada seleksi dan terpilih dua orang yang kemudian diberikan
suatu keterampilan dan pelatihan sebelumnya.

Wawancara dengan bapak Choirul Anam terkait program yang
dilaksanakan di Desa Paringan

“Bimbingan konseling itu selalu ditanyakan kok baik di kantor, di sawah
kami tanyakan bagaimana kabarnya si A diluar negeri itu. Itu adalah
praktek yang efektif dilaksanakan dalam bimbingan konseling. Mau tidak
mau ya namanya dimasyarakat desa itu formalitas di kantor itu justru hal-
hal yang sebenarnya sebagian kecil konsep dalam bernegara. Pengelolaan
keuangan ada yang tanya usaha apa enaknya atau usaha apa yang bapak
suka. Apalagi ada pelatihan dari lintas sektor itu kami ikutkan. Kadang
yang dipahami program itu harus dilaksanakan oleh pelaku program kalau
sudah ada kenapa diadakan seperti para mahasiswa pembimbing les privat
dari anak-anak banyak. Itu sudah menjamin adanya program baca tulis
kalau pada Kesenian saperti komunitas videografi  Apalagi kalau

dikomunitas kita magangkan dengan voluntir suatu acara. Seperti desa

* Suwendi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Oktober 2022.



mempunyai kegiatan penyambutan bupati anak-anak dilibatkan untuk
mengurusi konsumsi, videografi atau dilibatkan untuk mengurusi yang lain
merupakan kegiatan yang disinergikan dengan pemangku kepentingan

lainnya”

Pelaksanaan program desa migran produktif di Desa Paringan antara lain
adalah bimbingan konseling, pengelolaan keuangan, bimbingan baca tulis, dan
kegiatan lain yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan berjalan
dengan baik dan efektif.

Begitu juga wawancara dengan bapak Suwendi bahwa program desa
migran produktif yang dilaksanakan di desa Paringan

“Ada program terkait dengan pembinaan terhadap pekerja migran
Indonesia (PMI) termasuk anak-anak pekerja migran indonesia (PMI),
keluarga yang dirumah  cara masyarakat mendapatkan informasi
pembinaan pasca menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) atau purna
pembinaan terhdap pekerja migran Indonesia (PMI) dibentuk semacam
komunitas parenting dan berjalan sampai sekarang paringart dibidang

videografi, pekerja migran Indonesia (PMI) nya dari umkmnya banyak dan

berjalan sampai sekarang”

Gambar 4.1
Komunitas Paringart dan UMKM Kkeripik



Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program desa migran
produktif antara lain, informasi terhadap pembinaan pasca menjadi pekerja
migran, komunitas pengasuhan anak dalam bidang kesenian berupa videografi

dan UMKM berjalan sampai sekarang. Program desa migran produktif juga

berjalan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Paringan.

Gambar 4.2
Pelatihan UMKM dan Produksi Keripik

Wawancara dengan bapak Choirul Anam terkait pelaksanaan program
desa migran produktif

“Alhamdulillah kalau di desa kami ini bagus, pelaksanaan program di desa
kami ini berjalan dan bisa bersinergi meskipun mengenai community
parenting ini sering kesorot, usaha produktif juga banyak para Pekerja

Migran Indonesia (PMI) menginvestasikan uangnya ke tanah.”

Pelaksanaan program desa migran produktif di Desa Paringan sesuai
dengan wawancara tersebut terlaksana dan juga bisa bersinergi dengan para
pemangku kepentingan. Para pekerja migran juga bisa mengelola dengan baik
hasil yang didapatkan dari kerja di luar negeri.

Hal ini juga diungkapkan oleh wawancara dengan Jenny Putri terkait

pelaksanaan program desa migran produktif di Desa Paringan



“Sudah bagus sih, namun belum bisa menyeluruh khususnya para pekerja
migran yang masih berada diluar negeri. Tetapi banyak kok usaha mereka
yang berjalan sampai sekarang”

Bahwa program ini berjalan dengan bagus dan berjalan sampai sekarang
namun belum bisa menyeluruh terkait pekerja migran yang masih diluar
negeri.**

C. Efektivitas Program Desa Migran Produkti di Desa Paringan
Efektifvitas hukum adalah suatu program ataupun Kkegiatan dapat

dikatakan efektif ketika proses kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan dan
norma yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi program berhasil adalah
adanya suatu aturan dan elemen lainnya
Wawancara dengan bapak Choirul Anam terkait pengawasan dan fasilitas
program desa migran produlktif.
“Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh bapak Menteri
Ketenagakerjaan langsung dengan melalui media online, peninjauan juga
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bapak M. Hanif Dhakiri pada

tanggal 17 Desember 2017. Kemudian untuk fasilitas diberikan melalui
Disnaker”

Gambar 4.3
Peninjauan Menteri Ketenagakerjaan di Desa Paringan

* Jenny Putri Fantikasari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Oktober 2022.



Gambar 4.4
Penyerahan Sarana Usaha oleh Kepala Disnaker Ponorogo

Gambar 4.5
Fasilitas Taman Baca Desmigraitf

Program desa migran produktif dilakukan dengan peninjauan oleh
Menteri Ketenagakerjaan dan langsung diawasi terkait pelaksanaan di Desa
Paringan. Sarana program desa migran produktif diberikan oleh Kepala
Disnaker Kabupaten Ponorogo. Sarana tersebut berupa sarana UMKM,
pelatihan, dan rumah baca Desmigratif.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Choirul Anam bahwa
program desa migran produktif

“Saya kira terlaksana jika ada permasalahan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) responsible dan kooperatif dari pemerintah sudah berjalan dengan
baik”



Dari wawancara tersebut bahwa dari pihak pemerintah dengan suatu
aturan diterima dengan responsif dan kooperatif oleh petugas maupun dari
pemerintah desa Paringan.

Hal tersebut juga disebutkan dari wawancara dengan saudari Jenny Putri
Fantikasari

“Saya Kira terlaksana dan sudah berjalan dengan baik”

Aturan program desa migran produktif menurut wawancara diatas bahwa

hukum tersebut terlaksana dan berjalan dengan baik.

“Menurut saya aturan tersebut diterima dengan baik dan sudah berjalan
sampai sekarang”

Hal ini juga disebutkan bahwa dari kinerja para petugas juga berjalan

dengan baik dan berjalan sampai sekarang.



BAB IV
EFEKTIVITAS PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DALAM
PEMBANGUNAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN
(Studi Kasus Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)
A. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Program Desa Migran Produktif
dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran
Pembangunan keluarga pekerja migran merupakan salah satu program
desa migran produktif. Program desa migran produktif merupakan upaya
terobosan dari Menteri Ketenagakerjaan dalam melindungi, melayani, dan
memberdayakan keluarga pekerja migran. Program ini adalah salah satu bentuk
wujud pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Pada penelitian yang sudah dilakukan di Desa Betak bahwa telah
menjalankan program Desmigratif khususnya program desmigratif untuk
Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yaitu pelatihan perkembangbiakan
ayam Joper. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala yang
membuat program Desmigratif di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten
Tulungagung dinilai belum maksimal. Kurangnya respon masyarakat dalam
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna melalui program
desmigratif ini menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program

desmigratif.*

* Ening Fitri Kusuma Astuti, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Migran
Produktif (Desmigratif) Pada Tki Purna Di Desa Betak Tulungagung, Skripsi (Malang,
Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.

49



Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1
tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dilakukan salah satunya
dengan cara memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga.
Hal ini juga diterapkan dalam program Desa Migran Produktif di Desa
Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penerapan program ini
mengacu pada pedoman program Desa Migran Produktif bahwa pelaksanaan
program ini memiliki kriteria salah satunya banyaknya Pekerja Migran di Desa
Paringan.

Fasilitas dalam pembentukan komunitas pembangunan keluarga yaitu
dengan memberikan bimbingan kepada keluarga pekerja migran. Bimbingan
yang dilaksanakan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan antara lain
bimbingan konseling, bimbingan Pemberian bimbingan pengelolaan keuangan,
bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan
kerohanian, serta kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku
kepentingan.

Pemberdayaan komunitas pekerja migran indonesia dalam program desa
migran produktif disebutkan pada ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun
2019 adalah fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga. Salah
satu fasilitasi yaitu pemberian bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan
konseling ini berlangsung secara mengalir. Dengan mata pencaharian
masyarakat Desa Paringan merupakan petani maka pelaksanaan bimbingan

konseling dengan keluarga pekerja migran dilaksanakan di waktu formal



dengan menyesuaikan tempat para keluarga pekerja migran dan dalam
pelaksanaannya tidak ada kendala.

Pemberian bimbingan pengelolaan keuangan dalam prakteknya yaitu
dengan pemberian pelatihan, keterampilan, dan memberdayakan para pekerja
migran di Desa Paringan. Pemberian pelatihan dengan diberikan keterampilan
pembuatan kripik. Kemudian mereka diberikan pengetahuan agar mereka bisa
menggunakan uangnya dengan produktif. Dalam pelaksanaanya mereka juga
respon menanyakan solusi dan konsultasi kepada petugas desa migran
produktif terkait usaha yang pas untuk mereka kembangkan. Para pekerja
migran juga konsultasi kepada petugas terkait investasi seperti dibelikan tanah
dan perhiasan guna menyimpan keuangan dalam jangka waktu yang lama.
Pelaksanaan program ini tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan program pemberian kepada anak-anak pekerja migran
dilakukan dengan membentuk komunitas videografi yaitu Paringart. Komunitas
ini juga beberapa kali mengikuti perlombaan baik ditingkat kabupaten maupun
provinsi dengan hasil yang maksimal. Dalam pemberian bimbingan baca tulis
dan sebagainya di Desa Paringan sudah banyak kelompok belajar, kelompok
bimbingan ini dilakukan oleh kalangan mahasiswa yang ada di Desa Paringan.
Dalam pelaksanaannya program ini tidak ada kendala.

Pelaksanaan program yang disinergikan dengan para pemangku
kepentingan berupa kegiatan yang dilaksanakan dari pemerintah desa. Kegiatan

ini para anak-anak komunitas diikutkan untuk menjadi volunter. Mereka



ditempatkan dalam mengelola konsumsi, videografi, dan kepanitiaan lainnya.
Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala dalam program ini.

. Analisis Terhadap Kendala Penerapan Program Desa Migran Produktif
Dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran

Menurut Soekanto Soerjono suatu hukum atau program dikatakan efetkif
apabila norma-norma yang ada dilaksanakan dan dipatuhi. Yang
mempengaruhi efektivitas hukum ada beberapa faktor yaitu, faktor hukum,
faktor petugas, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaannya.

Faktor yang pertama merupakan faktor hukumnya. Suatu hukum menjadi
efektif apabila peraturan menteri ketenagakerjaan dalam pembangunan
keluarga pekerja migran dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya.
Namun dalam prakteknya bahwa masyarakat Desa Paringan masih awam
dengan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang pembangunan keluarga pekerja migran di
Indonesia. Kemudian pada akhirnya masyarakat Desa Paringan menerima dan
mendukung dengan adanya peraturan menteri tentang program desa migran
produktif ini. Disamping banyaknya pekerja migran peraturan menteri ini
sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Paringan.

Pandangan Soekanto Soerjono bahwa efektivitas hukum dapat diterapkan
apabila petugas yang melaksanakan hukum memberikan contoh dan
berperilaku yang baik. Pada pelaksanaannya dari petugas program desa migran
produktif di Desa Paringan telah melaksanakan dengan baik. Para petugas

pendampingan ini tentunya diberikan keterampilan dan pembinaan dari



kementrian sebelum melaksanakan program ini. Secara umum bahwa dari
petugas dan kepala desa bertanggung jawab kepada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Ponorogo dan diawasi langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.

Pendukung sarana dan fasilitas tentunya hal yang tidak dapat dihilangkan
dalam keefektifan sutau hukum. Pada pelaksanaanya di Desa Paringan fasilitas
yang diberikan mulai dari pedoman pelaksanaan, aturan yang berkaitan dengan
program desa migran produktif, dan tempat untuk lancarnya program ini sudah
sesuai dengan yang dibutuhkan. Sarana yang diberikan di Desa paringan dalam
program ini adalah rumah baca Desmigratif, sarana UMKM dan pelatihan yang
dilaksanakan dari Disnaker Ponorogo. Pada pelaksanaanya fasilitas pendukung
dalam program ini sudah efektif.

Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut dapat
berlaku dan dilaksanakan. Pada kenyataannya masyarakat Desa Paringan
menerima dan dapat dilaksanakan di Desa Paringan, bahkan program ini masih
berkelanjutan mandiri sampai sekarang. Namun kesadaran hukum terkait
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam prakteknya masyarakat di Desa
Paringan masih perlu sosialisasi langsung dari petugas desmigratif.

Faktor yang terakrhir adalah faktor budaya. Kebudayaan (sistem) hukum
pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-
nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap
baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga ditinggalkan. Pada
dasarnya program ini baik untuk dilaksanakan di Desa Paringan khususnya

terhadap keluarga pekerja migran. Pada kenyataannya budaya hukum di Desa



Paringan dengan adanya program desa migran produktif ini dapat dianut dan

baik sehingga dapat dilaksanakan di Desa Paringan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang efektivitas program desa migran
produktif dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penerapan program desa migran produktif yang dilaksanakan di Desa
Paringan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun
2019 antara lain, bimbingan koseling dengan menggali informasi kepada
keluarga pekerja migran baik secara metode formal maupun Kkultural,
pemberian bimbingan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan pelatihan
keterampilan dan konsultasi kepada petugas desa migran produktif, program
pembentukan komunitas anak-anak pekerja migran dibentuk komunitas
videografi dan berjalan sampai sekarang, serta kegiatan lain yang bersinergi
dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan diikutkan volunter
kegiatan pemerintah Desa Paringan.

2. Faktor hukum, prakteknya pelaksanaan program desa migran produktif di
Desa Paringan para petugas masih perlu memahamkan kepada masyarakat
terkait peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Faktor petugas, dalam
pelaksanaannya dari petugas program desa migran produktif di Desa
Paringan telah  melaksanakan dengan baik, pengawasan dan
pertanggungjawaban kepada dinas tenaga kerja Ponorogo, serta ditinjau

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Faktor
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fasilitas, dalam hal ini fasilitas telah diberikan sesuai dengan kebutuhan,
baik sarana UMKM dan pelatihan lainnya. Faktor masyarakat pada
kenyataannya, masyarakat Desa Paringan sebenarnya membutuhkan
sosialisasi langsung oleh pejabat desmigratif karena kesadaran hukum akan
peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Faktor terakhir adalah faktor
budaya. Pada kenyataannya budaya hukum di Desa Paringan dengan adanya
program desa migran produktif ini dapat dianut, baik, dan efektif, sehingga
dapat dilaksanakan di Desa Paringan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang
ingin peneliti sampaikan terkait penerapan program desa migran produktif
dalam pembangunan keluarga pekerja migran di Desa Paringan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo
1. Pelaksanaan program desa migran produktif ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan
baik, seharusnya dikembangkan mengenai fasilitas pendidikan anak,
kesehatan dan jaminan terhadap keluarga pekerja migran. Sistem keuangan
anggaran negara ini yang memihak kepada kesejahteraan pekerja migran
lebih dibesarkan dalam arti kalau ada yang keluar negeri anak-anaknya
terjamin pendidikannya, terfasilitasi dengan baik. Kesehatan dari para purna
pekerja migran Indonesia (PMI) ini juga ditingkatkan.

2. Efektivitas hukum Pelaksanaan program desa migran produktif ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2019

membutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat awam terutama warga di



Desa Paringan diharapkan terlaksana langsung dari pemerintah terkait
terhadap pemahaman hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada

kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah yang terkait.
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